BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR FTAHUN 2016
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LEBONG,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Dacrah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan
melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran beralhir;

bahwa  pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
“Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran MNepara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988}

—
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

.Undang-Undang Nomor 12 Tghun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3932);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentag
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia 4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

20, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

23 Peraturan Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerspan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);



25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD dan Informasi Laporan Peyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /[ kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5165]);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4022);

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomeor 310);

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual;
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35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan

Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1
Tahun 2008;

37.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

38.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LEBONG

dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

(1)

(2)

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat;
a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

¢. Laporan Operasional

d. Laporan Perubahan Ekuitas

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

f. Laporan Arus Kas dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Keuangan sebagaimana  dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun
Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 596.739.463.109,96
2. Belanja Rp. 626.986.010,1800,00(-)

Surplus/Defisit Rp. (30.246.547.700,04)
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3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 45.026.010.663,15

b. Pengeluaran  Rp. 1.000.000.000,00 (-)

Pembiayaan Netto Rp. 44,026.010.663,15

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

(1) Selisih  anggaran dengan realisasi pendapatan  sejumlah  Rp.
26.715.990.637,04 dengan rincian sebagai berilkout:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 623.455.453.747,00
b. Realisasi Rp. 596.739.463.109,96
Selisih Lebih/kurang REp. 26.715,990.637,04
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 40.495.452,700,00
dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 667.481.464.410,00
b. Realisasi Rp. 626.986.010.810,00
Selisih Lebih/kurang Ep. 40.495.453.600,00

(3] Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Depisit sejumlah
Rp.(13.779.462.962,96) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/depisit setelah perubshan Rp. (44.026.010.663,00)
b. Realisasi Rp. (30.246.547.700,04)
Selisih Lebih/kurang Rp. (13.779.462.963,11)

(4) Selisih Anggaran dengen realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,15
dengan rincian sebagai berikut:
4. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahanRp.45.026.010.663,00
b. Realisasi Rp. 45.026.010.663,00
Selisih Lebih/kurang Rp. 0,15

(5] Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahanRp. 1.000.000.000,00
b. Realisasi Rp. 1.000.000.000,00
Selisih Lebih/kurang Rp. 0,00

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto  sejumlah
Rp.(611.316.335,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 44.026.010.663,00
b. Realisasi Rp. 44.026.010.663,15
Selisih Lebih/kurang Rp. 0,15

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015
sebagai berikut:
(1) Jumlah Aset Rp. 1.353.818.008.009,95
(2) Jumlah Kewajiban Rp. 1.315.119.739,74
{3) Jumah Ekuitas Dana Rp. 1.352.502.888.270,21



Pasal o
Lapmanopzmﬁonalaebagaimanadimksuddalammsal 1 huruf ¢ untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LO Rp. 598.061.375.542,29
(2) Beban Rp. 515.128.437.429,79
(3) Surplus/ Defisit dari kegiatan Operasional Rp. 82.932.038.094,50
(4) Surplus/ Defisit dari kegiatan Non Operasional Rp. 0,00
(5) Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp. 0,00
(6) Pos Luar Biaga Rp. 0,00
(7) Surplus/ Defisit LO Rp. §2.932,938.094,50
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dengan rincian

sebagai berikut:
(1) Ekuitas Awal Rp. 1.680.273.578.938,39
{2) Surplus/Defisit-LO Rp. 82.932.938.094,50
(3) RK Kas Daerah Rp. 0,00
(4) RK Aset Rp. 0,00
(5) Dampak Komulati{
a. Koreksi tambah karena kurang saji
piutang pajak tahun 2014 Rp. 485.809.659,00
b. Koreksi kurang karena lebih catat
Penyisihan piutang pajak tahun 2014 Rp. 23.083.851,65
c. Koreksi tambah karena kurang catat
Penyisihan piutang bagi hasil tahun 2014 Rp. (7.487.363,67)
d. Koreksi tambah karena kurang catat
Penyisithan piutang lainnya tahun 2014  Rp. {2.905.748,00)
e. Koreksi tambah aset tetap hasil inventaris Rp. 747.539.872,00
f Koreksi kurang aset tetap dikarenakan
Menjadi aset ekstrakomptabel Rp (16. 190.238.238,00)
g. Koreksi sisa kas di RSUD dari pendapatan
JKN tahun 2014 Rp. 267.585.736,00)
h. Koreksi Ekuitas-akumulasi penyusutan
Aset tetap Rp.  (390.757.039.136,66)
:  Koreksi Ekuitas-Penghapusan Aset Rp. (5.269.977.395,00)
(6] Ekuitas Akhir Rp. 1.352.502.888,270,21
Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dengan
rincian sebagai berikut:

(1) Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 45.026.010.663,15
(2) Penggunaan SAL sebagai penerimaan

Pembiayaan tahun berjalan Rp.  45.026.010.663,15
(3) Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran

(SILPA/SIKPA) Rp. 13.779.462.963,11
(4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun

Sebelumnya Rp. 0,00
(5} Lain-lain Rp. 0,00

(6) Saldo anggaran lebih akhir Rp.  18.779.462.963,11



LapamnhmsKssaehagaidemmksuddalmnmﬂ 1 huruf f untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 yang dituangkan dalam
Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 13.830.070.425,11 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Saldo Kas Awal per 01 Januari 2014 Rp. 44.653.646.304,15
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 164.205.063.221,96
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi non Keuangan Rp. {194.634.630.062,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (1.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran Rp. 37.984.827,00

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2015 Rp. 13.839.079.425,11

Catatan Atas Laporan Keu
Anggaran 2015 memuat info
pos-pos laporan keuangan.

angan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g Tahun

Pasal 10

Pertanggungjiawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1

tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

pooAaDdD

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.2

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran [.10
Lampiran I.11
Lampiran .12

Lampiran II
Lampiran I
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran V1
Lampiran VII

Laporan Realisasi Anggaran

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara,

Daftar piutang daerah;

. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
. Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

. Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya,

. Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; dan
Daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan dan
jabatan

: Neraca
: Laporan Operasional
: Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

: Laporan Arus Kas

Catatan Atas Laporan Keuangan

rmasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas



Pasal 11
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2)
terdiri dari:
a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
tercantum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini.

Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
padatanggal 1 Oktober 2¢16
/ﬁ‘l’.‘IPﬁTILEB NG,

Diundanglkan di Tubei
pada tanggal 1 Oktober 2016

SEKRETARIS D. KABUPATEN LEBONG

MIRWAN EFFENDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR F

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU NOMOR (7/2016) TAHUN 2016
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